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ABSTRAK 

Hak Tanggungan memberikan kepastian hukum bagi kreditur, tetapi hapusnya 

Hak Tanggungan akibat berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) menimbulkan 

kerentanan hukum yang signifikan. Kreditur kehilangan hak preferennya dan 

berada pada posisi lemah, sehingga permasalahan ini berdampak pada sektor 

investasi dan properti. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum 

bagi kreditur atas hapusnya Hak Tanggungan karena berakhirnya HGU serta 

mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan. 

Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa pengaturan hukum 

dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan belum 

secara komprehensif mengatur perlindungan kreditur dalam situasi tersebut. 

Regulasi yang ada tidak mencakup mekanisme perlindungan ketika HGU, sebagai 

objek Hak Tanggungan, berakhir dan kembali menjadi milik negara. Selain itu, 

implementasi perlindungan hukum dalam praktik perbankan masih menghadapi 

kendala, terutama dalam eksekusi jaminan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya 

koordinasi antar lembaga terkait dan ketiadaan prosedur standar penyelesaian. 

Oleh karena itu, diperlukan regulasi dan mekanisme yang lebih komprehensif 

untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi 

kreditur. 

 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Kreditur; Hak Guna Usaha; Hak 

Tanggungan 

 

ABSTRACT 

Mortgage Rights provide legal certainty for creditors, but the termination of 

Mortgage Rights due to the expiration of Land Use Rights (HGU) creates 

significant legal vulnerabilities. Creditors lose their preferential rights and are 

placed in a weaker position, impacting the investment and property sectors. This 

study aims to analyze the legal consequences for creditors upon the termination of 
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Mortgage Rights due to the expiration of HGU and to identify forms of legal 

protection that can be provided. Using a normative legal research method 

with statutory and conceptual approaches, the study finds that the legal framework 

under Law Number 4 of 1996 concerning Mortgage Rights does not 

comprehensively regulate creditor protection in such situations. Existing 

regulations lack mechanisms to protect creditors when HGU, as the object of 

Mortgage Rights, expires and reverts to state ownership. Additionally, the 

implementation of legal protection in banking practices faces challenges, 

particularly in executing guarantees. These challenges arise due to poor 

coordination among relevant institutions and the absence of standardized 

procedures for resolution. Therefore, more comprehensive regulations and 

mechanisms are needed to provide adequate legal certainty and protection for 

creditors. 

 

Keywords: Legal Protection; Creditors; Land Use Rights (HGU); Mortgage 

Rights 

 

A. PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan perekonomian modern, kebutuhan akan modal 

menjadi hal yang sangat krusial bagi pelaku usaha untuk mengembangkan 

bisnisnya. Perusahaan mungkin berhutang untuk mendanai ekspansi bisnis, 

membeli peralatan baru, atau meningkatkan kapasitas produksi. Begitu juga 

individu yang berhutang untuk berinvestasi, seperti membeli properti atau 

mengembangkan usaha pribadi. Kemudian, kebutuhan mendesak, seperti biaya 

medis, renovasi rumah, atau biaya pendidikan, bisa membuat individu atau 

perusahaan berhutang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Salah satu cara yang 

umum ditempuh untuk memperoleh modal adalah melalui fasilitas kredit dari 

lembaga keuangan, terutama perbankan. Dalam konteks ini, bank sebagai kreditur 

memerlukan jaminan untuk memastikan keamanan kredit yang diberikan kepada 

debitur. Salah satu bentuk jaminan yang lazim digunakan dalam praktik 

perbankan adalah Hak Tanggungan, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang 

Berkaitan dengan Tanah (UUHT) (Fajar, 2024). 

Hak Tanggungan memberikan kedudukan yang diutamakan atau 

didahulukan kepada pemegangnya (droit de preference) sebagaimana ditegaskan 

dalam Pasal 1 angka 1 UUHT. Keberadaan Hak Tanggungan sebagai jaminan 

kredit memiliki peran yang sangat penting dalam pemberian kredit, karena 

memberikan kepastian hukum bagi kreditur bahwa piutangnya akan dilunasi dari 

hasil penjualan objek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji (wanprestasi). 

Namun demikian, dalam praktiknya sering muncul permasalahan terkait dengan 

hapusnya Hak Tanggungan, khususnya ketika objek Hak Tanggungan berupa Hak 

Guna Usaha (HGU) yang jangka waktunya berakhir (Hendra, 2024). 

Dalam praktik perbankan, beberapa upaya preventif telah dilakukan untuk 

mengantisipasi risiko hapusnya Hak Tanggungan karena berakhirnya HGU, 

seperti mencantumkan klausul dalam perjanjian kredit yang mewajibkan debitur 

untuk memperpanjang HGU sebelum jangka waktunya berakhir. Namun, 
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efektivitas upaya ini sangat bergantung pada itikad baik dan kemampuan debitur 

untuk memenuhi kewajibannya. Dalam hal debitur tidak dapat atau tidak mau 

memperpanjang HGU, kreditur tetap berada dalam posisi yang rentan. 

Permasalahan ini juga berkaitan erat dengan prinsip hukum jaminan yang 

mensyaratkan adanya kepastian hukum dan kemudahan dalam eksekusi jaminan. 

Ketika Hak Tanggungan hapus karena berakhirnya HGU, prinsip-prinsip tersebut 

menjadi tidak tercapai. Kreditur tidak lagi memiliki kepastian hukum atas jaminan 

kreditnya dan kehilangan hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan 

melalui mekanisme yang sederhana dan efisien sebagaimana diatur dalam UUHT. 

Lebih jauh lagi, ketidakpastian hukum terkait perlindungan kreditur dalam hal 

hapusnya Hak Tanggungan karena berakhirnya HGU dapat berdampak negatif 

terhadap iklim investasi dan perkembangan sektor properti di Indonesia. Lembaga 

keuangan mungkin akan lebih selektif atau bahkan enggan memberikan kredit 

dengan jaminan HGU, yang pada gilirannya dapat menghambat pertumbuhan 

ekonomi nasional. 

Dalam konteks hukum perdata, permasalahan ini juga bersinggungan dengan 

asas keseimbangan dalam perjanjian dan prinsip perlindungan hukum bagi para 

pihak. Ketika Hak Tanggungan hapus karena berakhirnya HGU, terjadi 

ketidakseimbangan posisi antara kreditur dan debitur, di mana kreditur berada 

dalam posisi yang lebih lemah meskipun telah melaksanakan kewajibannya 

dengan memberikan kredit (Gue, 2022). 

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian komprehensif untuk menganalisis 

perlindungan hukum bagi kreditur akibat hapusnya Hak Tanggungan karena 

berakhirnya Hak Guna Usaha. Kajian ini tidak hanya penting dari perspektif 

akademis, tetapi juga memiliki signifikansi praktis mengingat besarnya dampak 

permasalahan ini terhadap praktik hukum jaminan dan industri perbankan di 

Indonesia. Diharapkan melalui kajian ini dapat dirumuskan solusi hukum yang 

memberikan kepastian dan perlindungan yang memadai bagi kreditur, tanpa 

mengabaikan kepentingan debitur dan prinsip-prinsip hukum jaminan yang 

berlaku. 

 

B. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, yang berfokus 

pada kajian sistematis terhadap norma-norma hukum dalam peraturan perundang- 

undangan terkait Hak Tanggungan dan Hak Guna Usaha. Penelitian hukum 

normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji menyangkut aspek yuridis dari 

perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal hapusnya Hak Tanggungan karena 

berakhirnya Hak Guna Usaha. Memungkinkan untuk menganalisis norma-norma 

hukum dan sosial. Melalui penelitian normatif juga, dapat dilakukan analisis 

mendalam terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi hukum 

yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. 

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan 

mengidentifikasi dan membaca bahan-bahan hukum yang relevan dengan 

permasalahan penelitian. Mencari pasal yang berkaitan melalui internet. 

Selanjutnya, bahan-bahan hukum tersebut diklasifikasikan sesuai dengan rumusan 

masalah untuk memudahkan analisis. Dalam proses pengolahan, dilakukan 
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pemilahan bahan hukum untuk memastikan relevansi dan kualitasnya dalam 

menjawab permasalahan penelitian. 

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif 

kualitatif dengan pendekatan deduktif. Analisis dilakukan dengan cara: 

a. Mendeskripsikan permasalahan hukum terkait perlindungan kreditur dalam 

hal hapusnya Hak Tanggungan 

b. Menganalisis peraturan perundang-undangan yang relevan 

c. Mengkaji doktrin-doktrin hukum yang berkaitan 

d. Menarik kesimpulan dari premis-premis umum ke khusus untuk 

menjawab permasalahan penelitian 

 

C. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Akibat Hukum bagi Kreditur atas Hapusnya Hak Tanggungan karena 

Berakhirnya Hak Guna Usaha 

HGUr, serbagai salah satur jernis hak atas tanah derngan masa berrlakur 

terrbatas, mermerrlurkan kerpastian merngernai syarat perrolerhannya, proserdurr 

permberrian, perrpanjangan, permbaruran hak, serrta staturs tanah dan objerk 

yang ada di atasnya serterlah masa hak terrserburt berrakhir. Sermura hal ini diaturr lerbih 

lanjurt dalam Perraturran Mernterri Nergara Agraria/Kerpala Badan Perrtanahan 

Nasional Nomor 9 Tahurn 1999 terntang Tata Cara Permberrian dan Permbatalan 

Hak atas Tanah Nergara dan Hak Perngerlolaan (Perrmernag/Ka.BPN No. 9 Tahurn 

1999). 

Tanah yang dapat diberrikan HGUr adalah tanah nergara. Jika tanah yang 

dimaksurd berrada di kawasan hurtan, permberrian HGUr hanya dapat dilakurkan 

serterlah staturs kawasan hurtan terrserburt dicaburt. Bergitur jurga apabila di atas tanah 

terrdapat hak lain, permberrian HGUr barur hanya dapat dilakurkan serterlah hak 

terrserburt dilerpaskan. Pasal 4 PP No. 40 Tahurn 1996 merngaturr bahwa tanah yang 

tidak bisa mernjadi objerk HGUr adalah tanah yang surdah mernjadi 

perrkampurngan rakyat, tanah yang surdah dikerlola olerh masyarakat sercara tertap, 

dan tanah yang diburturhkan olerh permerrintah. 

HGUr dapat terrjadi merlaluri pernertapan permerrintah ataur konverrsi. 

Permberrian HGUr merlaluri pernertapan permerrintah diaturr dalam Pasal 31 dan 

37 UrUrPA, yang merrurjurk pada tanah yang dikurasai nergara dan diberrikan 

kerpada pihak yang mermburturhkan serterlah prosers perrmohonan sersurai derngan 

perraturran yang berrlakur. Kerwernangan nergara ataur permerrintah dalam 

mernertapkan permberrian hak atas tanah diaturr lerbih lanjurt dalam Perraturran 

Mernterri Nergara Agraria/Kerpala Badan Perrtanahan Nasional Nomor 3 

Tahurn 1999 terntang Perlimpahan Werwernang Permberrian Hak atas Tanah 

Nergara (Perrmernag/Ka.BPN No. 3 Tahurn 1999), yang mernggantikan Perraturran 

Mernterri Dalam Nergerri Nomor 6 Tahurn 1972. 

Apabila kerwajiban-kerwajiban terrserburt tidak dipernurhi, pihak yang 

berrsangkurtan akan dikernakan sanksi sersurai derngan kerternturan yang berrlakur. 

Dalam konterks hurkurm Indonersia, kerberradaan hak tanggurngan diaturr dalam 

Urndang- Urndang Nomor 4 Tahurn 1996 terntang Hak Tanggurngan, yang 

mermurngkinkan hak ini diberbankan pada berrbagai jernis hak atas tanah, terrmasurk 

hak gurna ursaha (HGUr). Namurn, apabila HGUr yang mernjadi objerk hak 
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tanggurngan berrakhir, maka hak tanggurngan terrserburt otomatis jurga hapurs. 

Kondisi ini mernimburlkan implikasi hurkurm yang signifikan bagi krerditurr, baik 

dari sergi kerhilangan jaminan maurpurn kertidakpastian erkserkursi urtang. Salah satur 

dasar hurkurm urtama yang merngaturr terntang hak tanggurngan adalah Pasal 8 

Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 1996. Pasal ini mernyatakan bahwa hak 

tanggurngan hapurs apabila objerk jaminan, yakni hak atas tanah, tidak lagi ada. 

Dalam kasurs berrakhirnya HGUr, staturs tanah yang mernjadi objerk jaminan 

akan kermbali mernjadi tanah nergara, serbagaimana diaturr dalam Pasal 32 

Perraturran Permerrintah Nomor 18 Tahurn 2021 terntang Perngerlolaan Tanah derngan 

Hak Gurna Ursaha. Berrakhirnya staturs tanah ini mernyerbabkan hak tanggurngan 

yang merlerkat di atasnya sercara otomatis jurga hapurs. Hal ini mermberrikan 

tantangan bagi krerditurr dalam mermperrtahankan kerdurdurkan hurkurmnya. 

Salah satur implikasi urtama dari hapursnya hak tanggurngan adalah hilangnya 

jaminan bagi krerditurr. Dalam sisterm hurkurm jaminan kerberndaan, hak 

tanggurngan mermberrikan kerdurdurkan prerferrern kerpada krerditurr dibandingkan 

derngan krerditurr lainnya. Hal ini berrarti bahwa dalam hal terrjadi wanprerstasi olerh 

derbiturr, krerditurr permergang hak tanggurngan mermiliki hak urnturk mernurnturt 

perlurnasan urtang dari hasil erkserkursi objerk jaminan. Namurn, derngan 

hapursnya hak tanggurngan, krerditurr kerhilangan aksers ker surmberr perlurnasan 

terrserburt. Pernerlitian olerh Hurtadjurlur (2023) dan Christy dkk. (2020) 

mernurnjurkkan bahwa siturasi serperrti ini merningkatkan risiko finansial bagi 

krerditurr, terrurtama jika derbiturr berrada dalam staturs krerdit macert.Serlain 

kerhilangan jaminan, krerditurr jurga kerhilangan posisi prerferrern yang diberrikan olerh 

hak tanggurngan. Pasal 31 Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 1996 mernyerburtkan 

bahwa hak tanggurngan mermberrikan kerdurdurkan istimerwa kerpada krerditurr dalam 

urrurtan perlurnasan urtang. Derngan hapursnya hak tanggurngan, krerditurr tidak 

lagi mermiliki prioritas dalam merndapatkan perlurnasan urtang dari asert derbiturr 

yang terrsisa. Hal ini mernermpatkan krerditurr dalam posisi yang lerbih rerntan, terrurtama 

jika derbiturr mermiliki kerwajiban urtang lain kerpada pihak kertiga. 

Jika Hak Atas Tanah (HAT) yang mernjadi objerk Hak Tanggurngan 

dibatalkan, maka Hak Tanggurngan jurga akan batal. Hal ini diserbabkan olerh 

fakta bahwa Hak Tanggurngan merrurpakan hak kerberndaan yang berrganturng 

pada kerberradaan HAT terrserburt. Serbagai contoh, apabila HAT tidak lagi 

berrlakur karerna masa berrlakurnya terlah habis, maka Hak Tanggurngan atas tanah 

terrserburt akan hilang. Hak-hak yang tidak mermberrikan kerpermilikan pernurh, 

serperrti HGB dan Hak Pakai, terrmasurk dalam katergori ini dan dilindurngi olerh 

kerternturan ini. Serrtifikat HAT yang mernjadi dasar diperrlurkan serberlurm serrtifikat 

Hak Tanggurngan dapat digurnakan, dan jika serrtifikat HGU dibatalkan, maka 

serrtifikat Hak Tanggurngan yang terrkait jurga akan dibatalkan. Pasal 18 UrUrHT, 

ayat (1) dan (2), mernjerlaskan bahwa serrtifikat HAT akan hilang berrsamaan 

derngan serrtifikat Hak Tanggurngan. Derngan kata lain, jika Serrtifikat Hak Atas 

Tanah dibatalkan, serrtifikat Hak Tanggurngan jurga akan dibatalkan sercara 

otomatis. 

Karerna sifatnya yang aksersoir, Hak Tanggurngan berrganturng pada urtang yang 

dijamin urnturk perlurnasannya. Hak Tanggurngan ini sercara otomatis tidak 

berrlakur kertika urtang terrserburt dilurnasi ataur karerna alasan lainnya. Serlain itur, 



COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 

Vol. 5 No. 05 September (2025) 

 

177  

permergang hak Tanggurngan dapat mermberbaskan hak terrserburt. Jika Hak 

Tanggurngan dibatalkan, maka Hak Atas Tanah yang berrsangkurtan jurga akan batal. 

Urnturk mermastikan bahwa bangurnan terrserburt dapat diperrtahankan, 

permergang hak perngerlolaan harurs mermberrikan izin perrpanjangan HGU. 

Pasal 1131 KUrHP, derngan berberrapa perngercuralian, mernyatakan bahwa 

“krerditurr berrhak sercara urmurm urnturk merrampas harta derbiturr gurna 

mermbayar urtang terrserburt”, yang berrarti sermura harta milik serserorang, baik 

yang ada saat ini maurpurn yang akan datang, dapat digurnakan urnturk mermbayar 

urtang merrerka. Konserp ini merngacur pada saat awal permbernturkan urtang. 

Dalam konterks pinjaman yang mernggurnakan HGU, Hak Tanggurngan akan 

berrakhir jika HAT terrserburt dihapurskan. Ini berrarti krerditurr tidak lagi 

mermiliki jaminan atas properrti terrserburt, yang merningkatkan risiko merrerka 

karerna tidak ada jaminan urnturk permbayaran jika perminjam gagal merlurnasi 

pinjaman. Olerh karerna itur, bank harurs merlakurkan ervalurasi kerlayakan krerdit 

derngan hati-hati serberlurm mermberrikan pinjaman urnturk merlindurngi 

kerperntingan merrerka. Serlain itur, bank jurga perrlur mermperrtimbangkan urnturk 

merminta jaminan tambahan, serperrti jaminan pribadi dari perminjam, gurna 

merngurrangi risiko yang murngkin timburl di masa derpan. Dalam praktiknya, serring 

murncurl masalah terrkait permberrian krerdit yang mernggurnakan HGU, karerna 

HGU serbagaimana diaturr dalam Pasal 35 UrUr No. 50 Tahurn 1960 terntang 

UrUrPA, merrurpakan bernturk HAT yang mermiliki jangka waktur perngurasaan yang 

terrbatas. 

Dalam jaminan yang merlibatkan HGU, pernting urnturk mermperrhatikan 

masa berrlakurnya, karerna serringkali pinjaman yang mernggurnakan HGU serbagai 

jaminan hampir habis masa berrlakurnya. Dalam praktiknya, jangka waktur yang 

diberrikan serringkali tidak sersurai derngan yang diaturr dalam UrUrPA. Kertika masa 

berrlakur HGU serbagai jaminan habis, akan ada konserkurernsi hurkurm terrhadap 

kerberradaan Hak Tanggurngan yang diberrikan. Konserkurernsi hurkurm ini 

merlibatkan hak dan kerwajiban para pihak yang terrlibat, yang dapat diserburt 

serbagai dampak dari suratur perristiwa hurkurm, yang berrhurburngan derngan 

hurkurm privat maurpurn purblik. HGU akan berrakhir kertika jangka waktur yang 

diternturkan habis, kercurali jika dilakurkan perrpanjangan serberlurm masa 

berrakhir. 

Berrdasarkan interrprertasi PMK No. 18/PUrUr-XVII/2019, perrurbahan 

permaknaan Pasal 15 ayat (2) UrUr No. 42/1999 mernergaskan bahwa jika tidak 

ada perrserturjuran terrkait ciderra janji dan derbiturr ernggan mernyerrahkan objerk 

jaminan sercara surkarerla, maka merkanismer hurkurm tertap harurs ditermpurh. 

Erkserkursi hanya dapat dilakurkan merlaluri proserdurr hurkurm, serbagaimana diaturr 

dalam Pasal 196 dan 197 HIR ataur Pasal 207 dan 208 RBG. Serbagian krerditurr 

terrkadang merngabaikan proserdurr hurkurm, serhingga terrjadi erkserkursi paksa tanpa 

perrserturjuran derbiturr dan tanpa pernertapan dari Kertura Perngadilan Nergerri 

(Dinata, 2020). Hal ini serjalan derngan kerkhawatiran hurkurm Mahkamah Konstitursi 

serbagaimana terrcanturm dalam Purtursan MK No. 2/PUrUr-XIX/2021 poin [3.16] dan 

[3.17]. Derngan pernafsiran barur terrhadap Pasal 15 ayat (3) UrUr No. 42 Tahurn 

1999, dapat disimpurlkan bahwa krerditurr tidak mermiliki kerwernangan urnturk 

mernjural objerk jaminan Fidusia atas kerkurasaan serndiri, kercurali terrdapat 



COURT REVIEW: Jurnal Penelitian Hukum 

Vol. 5 No. 05 September (2025) 

 

178  

kerserpakatan antara krerditurr dan derbiturr ataur terlah dilakurkan urpaya hurkurm 

yang mermburktikan adanya ciderra janji. 

Bentuk Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Hal Terjadinya 

Hapusnya Hak Tanggungan karena Berakhirnya Hak Guna Usaha 

Perrlindurngan hurkurm bagi krerditurr merrurpakan asperk krursial dalam sisterm 

hurkurm perrdata Indonersia, terrurtama dalam konterks jaminan kerberndaan yang 

terrkait derngan hak atas tanah. Komplerksitas hurkurm yang murncurl kertika hak 

gurna ursaha berrakhir dan berrdampak pada hapursnya hak tanggurngan 

mernurnturt analisis merndalam terrhadap berrbagai dimernsi perrlindurngan 

hurkurm yang dapat ditermpurh olerh krerditurr. Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 

1996 terntang Hak Tanggurngan mernjadi instrurmern hurkurm furndamerntal yang 

mermberrikan landasan yurridis bagi perrlindurngan krerditurr. Dalam konterks hak 

gurna ursaha, urndang-urndang ini merngaturr sercara komprerhernsif merkanismer 

permberbanan hak tanggurngan pada tanah derngan staturs hak gurna ursaha. Pasal 1 

urndang-urndang terrserburt derngan jerlas mernderfinisikan hak tanggurngan serbagai 

hak jaminan yang diberbankan pada hak atas tanah, terrmasurk hak gurna ursaha, 

urnturk perlurnasan urtang terrterntur. 

Kertika hak gurna ursaha berrakhir, implikasi hurkurmnya sangat komplerks bagi 

krerditurr. Pasal 18 Urndang-Urndang Hak Tanggurngan mernergaskan bahwa hapursnya 

hak atas tanah yang diberbani hak tanggurngan tidak serrta-merrta mernghapurskan urtang 

yang dijamin. Namurn, dalam praktiknya, hal ini mernimburlkan tantangan signifikan 

bagi krerditurr dalam merngamankan kerperntingan merrerka. Konserkurernsi hurkurm 

dari berrakhirnya hak gurna ursaha dapat merngakibatkan hilangnya objerk 

jaminan yang sermurla mernjadi dasar permberrian krerdit. Perrlindurngan hurkurm 

bagi krerditurr dapat ditermpurh merlaluri berberrapa stratergi komprerhernsif. Perrtama, 

pernderkatan prerverntif mernjadi kurnci urtama dalam merminimalisasi risiko. Hal 

ini dimurlai derngan durer diligerncer yang merndalam serberlurm permberrian 

krerdit. Krerditurr wajib merlakurkan permerriksaan mernyerlurrurh terrhadap staturs hurkurm 

hak gurna ursaha, terrmasurk dokurmern kerpermilikan, masa berrlakur, dan poternsi 

perrpanjangan. Pernyursurnan perrjanjian krerdit derngan klaursurl yang sangat dertail 

mernjadi instrurmern pernting urnturk merlindurngi kerperntingan krerditurr. 

Kitab Urndang-Urndang Hurkurm Perrdata (KUrHPerrdata) mermberrikan 

instrurmern hurkurm tambahan merlaluri Pasal 1365 terntang perrburatan merlawan hurkurm. 

Pasal ini mermurngkinkan krerditurr urnturk mernurnturt ganti rurgi jika derbiturr 

merlakurkan tindakan yang merrurgikan. Dalam konterks hapursnya hak tanggurngan, 

krerditurr dapat mernggurnakan pasal ini serbagai dasar hurkurm urnturk 

mermperrolerh kompernsasi atas hilangnya objerk jaminan. Praktik hurkurm 

mernurnjurkkan bahwa perrlindurngan rerprersif mernjadi alterrnatif krursial kertika 

risiko surdah terrjadi. Gurgatan wanprerstasi merrurpakan merkanismer hurkurm yang 

dapat ditermpurh krerditurr. Merlaluri gurgatan ini, krerditurr dapat mernurnturt 

permernurhan kerwajiban derbiturr ataur ganti rurgi yang sertara derngan nilai objerk 

jaminan yang hilang. Perrmohonan sita jaminan (conserrvatoir berslag) jurga mernjadi 

instrurmern pernting urnturk merncergah perngalihan asert derbiturr serberlurm prosers 

hurkurm serlersai. 

Surrat Erdaran Mahkamah Agurng Rerpurblik Indonersia Nomor 7 Tahurn 

2012 mermberrikan pernergasan pernting terrkait perrlindurngan krerditurr. Surrat 
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erdaran ini mernergaskan bahwa permergang hak tanggurngan yang berritikad baik 

harurs dilindurngi, merskipurn permberri hak tanggurngan terrnyata tidak 

serpernurhnya berrhak. Hal ini mermberrikan payurng hurkurm tambahan bagi 

krerditurr dalam mernghadapi kertidakpastian staturs hurkurm objerk jaminan. 

Perraturran Permerrintah Nomor 18 Tahurn 2021 terntang Perngerlolaan Tanah derngan 

Hak Gurna Ursaha sermakin mermperrjerlas merkanismer berrakhirnya hak gurna 

ursaha. Rergurlasi ini merngaturr sercara dertail proserdurr perrpanjangan, 

perngalihan, dan berrakhirnya hak gurna ursaha, yang mermberrikan kerrangka 

hurkurm yang lerbih komprerhernsif bagi krerditurr dalam mernilai risiko 

jaminan.Stratergi mitigasi risiko mernjadi erlermern kritis dalam perrlindurngan 

hurkurm. Krerditurr dapat merminta jaminan tambahan serperrti asdkkterrnatif, 

jaminan Fidusia, ataur bahkan asurransi khursurs yang merlindurngi risiko 

hapursnya objerk jaminan. Pernderkatan murltilinerar ini mermurngkinkan 

krerditurr urnturk tidak hanya merngandalkan satur merkanismer perrlindurngan. 

Merdiasi dan nergosiasi strurkturral jurga mernjadi alterrnatif pernyerlersaian yang erferktif. 

Pernerlitian ermpiris mernurnjurkkan bahwa pernderkatan mursyawarah serringkali 

lerbih merngurnturngkan dibandingkan prosers litigasi panjang. Krerditurr dapat 

mernggurnakan merkanismer ini urnturk merncapai kerserpakatan yang 

merngakomodasi kerperntingan kerdura berlah pihak. 

Bank adalah lermbaga kerurangan yang mermberrikan pinjaman dan wajib 

mernyerdiakan perrlindurngan hurkurm bagi permberri pinjaman, perminjam, dan 

pihak terrkait. Salah satur perrmasalahan yang serring murncurl adalah staturs 

jaminan yang masa berrlakurnya terlah habis, sermerntara pinjaman berlurm lurnas, 

yang mernyerbabkan hilangnya jaminan bagi krerditurr. Serterlah prosers terrkait Hak 

Tanggurngan serlersai, perngaturran merngernai HGU yang masa berrlakurnya 

hampir habis mernjadi sangat pernting. Merngingat HGU berrfurngsi serbagai 

agurnan, bank biasanya akan mermberrikan surrat perrserturjuran urnturk perrpanjangan. 

Urnturk pinjaman yang diperrbaruri sertiap tahurn, masa berrlakurnya harurs diperriksa 

sercara rurtin urnturk mernghindari masalah saat HGU berrakhir. Dalam hal ini, 

bank akan merminta perminjam urnturk mermperrpanjang HGU agar pinjaman 

tertap berrjalan (Gurnawan, 2022). 

Sertiap HAT yang diberrikan urnturk perrioder terrterntur, serperrti HGU yang 

dapat dijadikan objerk Hak Tanggurngan, pada akhirnya akan merncapai akhir 

masa berrlakurnya. “Pasal 35 UrUrPA jo Pasal 25 PP No. 40 Tahurn 1996 

merngaturr bahwa HGU adalah hak urnturk merndirikan dan mermiliki usaha di 

atas tanah yang burkan miliknya serndiri serlama maksimal 35 tahurn”. Jika 

permergang hak merngajurkan perrpanjangan derngan mermperrtimbangkan 

kondisi dan kerburturhan bangurnan, masa berrlakurnya dapat diperrpanjang hingga 25 

tahurn lagi. Serterlah masa berrlakurnya habis, terrmasurk perrpanjangan, permergang 

hak bisa merngajurkan perrpanjangan HGU pada tanah terrserburt, dan perrpanjangan 

ini akan dicatat di burkur tanah di Kantor Perrtanahan (Nasurtion, Faurzi and 

Ramlan, 2022). 

Namurn, tantangan yang timburl terrkait derngan jangka waktur HGU 

yang digurnakan serbagai jaminan Hak Tanggurngan adalah masalah hurkurm 

yang dapat murncurl. Pasal 18 ayat (1) hurrurf d UrUrHT mernyatakan bahwa “Hak 

Tanggurngan akan berrakhir berrsamaan derngan berrakhirnya HAT yang diberbani 
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Hak Tanggurngan”, yang berrarti apabila masa HGU yang dijadikan agurnan 

berrakhir, Hak Tanggurngan yang terrkait derngan tanah terrserburt jurga akan 

berrakhir. Dalam kondisi ini, bank serbagai krerditurr tidak mermiliki kerkuratan 

hurkurm karerna urtang yang dijamin akan hapurs serterlah berrakhirnya masa HGU. 

Urnturk itur, Pasal 11 ayat (2) hurrurf d UrUrHT mermurngkinkan adanya komitmern 

dalam Akta Permberrian Hak Tanggurngan, yang mermberrikan kurasa kerpada 

permergang Hak Tanggurngan urnturk mernyerlamatkan objerk Hak Tanggurngan jika 

diperrlurkan (Purspoyurdo and Handoko, 2022). 

Dalam hal ini, Perjabat Permburat Akta Tanah (PPAT) mermiliki werwernang 

urnturk mermburat Akta Permberrian Hak Tanggurngan sersurai derngan kerternturan 

yang berrlakur. Pasal 10 ayat (1) UrUr No. 4 Tahurn 1996 terntang Hak 

Tanggurngan mernyerburtkan bahwa permberbanan Hak Tanggurngan terrdiri dari 

tiga tahapan: perrjanjian urtang-piurtang, permberrian Hak Tanggurngan merlaluri 

permburatan APHT, dan perndaftaran serrta pernerrbitan serrtifikat Hak Tanggurngan. 

Derngan dermikian, perndaftaran mernjadi langkah akhir dari prosers permberbanan 

Hak Tanggurngan (Purspoyurdo and Handoko, 2022). 

Jika permberri Hak Tanggurngan mermiliki objerk Hak Tanggurngan, akta 

permberrian terrserburt mermberrikan werwernang kerpada pernerrima urnturk 

merlaksanakan lerlang apabila perminjam gagal mermernurhi kerwajibannya. 

Namurn, apabila bank serbagai krerditurr merngabaikan masa berrlakur HGU 

yang dijadikan jaminan, maka Akta Permberbanan Hak Tanggurngan dapat 

diperrbaruri ataur diburat kermbali. Dalam hal ini, HGU yang terlah habis masa 

berrlakurnya dapat digantikan derngan hak lain milik derbiturr serbagai jaminan, agar 

bank tertap terrlindurngi. Serlanjurtnya, perrjanjian krerdit dapat diperrbaharuri urnturk 

mernggantikan urtang yang terrhapurs karerna berrakhirnya masa HGU yang 

dijaminkan (Pramurdiyana and Hafidah, 2019). 

Pernggurnaan jaminan dalam konterks cessie mermberrikan dampak positif 

yang signifikan terrhadap permernurhan syarat-syarat hak jaminan. Baik jaminan 

berrurpa hak tanggurngan maurpurn Fidusia mermiliki perran vital dalam 

merlindurngi hak dan kerperntingan pihak-pihak yang terrlibat dalam prosers 

cessie. Dalam hal ini, kerdura jernis jaminan terrserburt mermernurhi berrbagai 

perrsyaratan yang diperrlurkan urnturk mernjamin kerabsahan dan kerberrlakuran hak-

hak yang diberrikan. Perrtama, kerberradaan jaminan hak tanggurngan dan Fidusia 

mernciptakan kerpastian hurkurm bagi krerditurr barur serrta derbiturr yang terrlibat 

dalam transaksi cessie. Derngan jaminan terrserburt, krerditurr barur mermiliki 

perrlindurngan atas piurtang yang dialihkan, serhingga merrerka merrasa lerbih yakin 

urnturk mermberrikan perndanaan kerpada derbiturr. Di sisi lain, derbiturr jurga 

mermperrolerh manfaat dari kerperrcayaan yang diberrikan krerditurr barur, yang 

berrpoternsi mernghasilkan kondisi transaksi yang lerbih merngurnturngkan. 

Jika derbiturr tidak merlaksanakan kerwajibannya ataur berrada dalam 

kondisi wanprerstasi, krerditurr barur berrhak urnturk merngerkserkursi jaminan yang terlah 

diberrikan. Hal ini mermberrikan perrlindurngan tambahan kerpada krerditurr 

barur serkaligurs mermastikan derbiturr tertap mermernurhi kerwajibannya. Serlain 

itur, pernerrapan jaminan jurga merndorong transparansi dan kerpaturhan terrhadap 

hurkurm. Baik hak tanggurngan maurpurn Fidusia mernsyaratkan adanya dokurmern 

rersmi serperrti akta notaris ataur perrjanjian terrturlis. Kerternturan ini mermastikan 
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bahwa prosers permberrian jaminan dilakurkan sersurai derngan perraturran hurkurm yang 

berrlakur, serhingga poternsi serngkerta ataur perrmasalahan hurkurm dapat 

diminimalkan. Lerbih jaurh, kerberradaan jaminan dalam prosers cessie jurga 

mermurdahkan pernanganan serngkerta dan perrmasalahan hurkurm. Hak 

tanggurngan dan Fidusia dapat berrfurngsi serbagai dasar hurkurm yang kurat bagi pihak 

yang ingin merngajurkan gurgatan ataur tindakan hurkurm akibat wanprerstasi ataur 

perlanggaran perrjanjian. Dalam siturasi serperrti ini, pihak yang merrasa dirurgikan 

dapat merrurjurk pada jaminan serbagai dasar urnturk mernurnturt kompernsasi 

ataur permernurhan kerwajiban yang berlurm terrpernurhi. Sercara kerserlurrurhan, 

pernerrapan jaminan hak tanggurngan dan Fidusia dalam konterks cessie 

mermberrikan manfaat bersar, terrmasurk kerpastian hurkurm, perrlindurngan hak 

krerditurr, perngurrangan risiko wanprerstasi, perningkatan transparansi, serrta 

kermurdahan dalam mernangani serngkerta. Sermura ini mernjadikan jaminan serbagai 

erlermern yang pernting urnturk merndurkurng erferktivitas dan intergritas hak 

jaminan dalam transaksi cessie. Namurn, pernerrapan jaminan ini jurga dapat 

mernghadirkan tantangan terrterntur. Dalam berberrapa siturasi, kerberradaan 

jaminan hak tanggurngan dan Fidusia dapat mermbatasi flerksibilitas dalam prosers 

cessie. Prosers yang mermerrlurkan kerpaturhan terrhadap berrbagai proserdurr dan 

perrsyaratan yang komplerks, serperrti perndaftaran ataur permburatan akta notaris, 

dapat mermperrlambat kerlancaran transaksi cessie, terrurtama jika waktur yang 

diperrlurkan urnturk mernyerlersaikan proserdurr terrserburt curkurp lama. 

Merskipurn dalam kondisi terrburrurk dapat merningkatkan risiko dan 

biaya tambahan, pernilaian nilai piurtang yang akan dialihkan olerh cerssionaris 

(pihak pernerrima piurtang) merrurpakan langkah krursial dalam mernernturkan 

nilai transaksi cessie. Prosers ini mermerrlurkan ervalurasi mernyerlurrurh terrhadap 

nilai piurtang yang diserrahkan olerh cessieor (pihak yang mernyerrahkan piurtang). 

Sercara kerserlurrurhan, perrlindurngan hurkurm yang diberrikan olerh 

pernyerrahan jaminan hak tanggurngan dan jaminan Fidusia mermberrikan dasar 

yang kurat bagi kerberrlangsurngan prosers cessie. Ini tidak hanya mernciptakan 

lingkurngan yang adil dan terrperrcaya bagi sermura pihak yang terrlibat, tertapi jurga 

merndurkurng erfisiernsi, kerpastian, dan kerternangan dalam mernjalankan transaksi 

terrserburt. Olerh karerna itur, permernurhan syarat-syarat hak jaminan merlaluri 

pernerrapan jaminan ini mermberrikan dampak positif yang kurat dalam 

merngamankan hak-hak dan kerperntingan dalam konterks cessie. Hak Tanggurngan 

mermberrikan prioritas kerpada krerditurr terrterntur atas krerditurr lainnya. Krerditurr 

yang dimaksurd adalah merrerka yang mermperrolerh ataur mermergang Hak 

Tanggurngan sersurai derngan urrurtan perringkatnya. Pernjerlasan dalam Urndang-

Urndang Hak Tanggurngan (UrUrHT) mernyatakan bahwa "mermberrikan 

kerdurdurkan diurtamakan kerpada krerditurr terrterntur terrhadap krerditurr lainnya" berrarti 

jika derbiturr gagal mermernurhi kerwajibannya, krerditurr permergang Hak 

Tanggurngan berrhak mernjural objerk jaminan merlaluri perlerlangan urmurm 

derngan hak prioritas dibandingkan krerditurr lainnya. Kerdurdurkan yang 

diurtamakan ini tidak merngurrangi hak-hak piurtang nergara sersurai kerternturan yang 

berrlakur. 

Hak Tanggurngan berrsifat aksersori terrhadap piurtang yang dijaminkan. 

Olerh karerna itur, kerlahiran, perralihan, erkserkursi, dan hapursnya Hak 
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Tanggurngan berrganturng pada perralihan ataur hapursnya piurtang yang dijamin. 

Urnturk mermastikan kerpastian dan kermurdahan perlaksanaan erkserkursi objerk hak 

tanggurngan, proserdurr permberbanan Hak Tanggurngan harurs mermernurhi asas 

spersialitas dan asas purblisitas. Kerdura asas ini sangat pernting urnturk mernjaga 

kerabsahan dan kerberrlakuran Akta Permberbanan Hak Tanggurngan. Asas spersialitas 

mernerkankan perrlurnya akta terrserburt merncanturmkan derngan jerlas informasi 

yang diaturr dalam Pasal 11 ayat (1) UrUrHT, terrmasurk surbjerk, objerk, dan hurtang 

yang dijamin olerh Hak Tanggurngan. Prinsip ini merlindurngi hak-hak sermura pihak 

yang terrlibat derngan mermastikan bahwa serlurrurh informasi rerlervan terrcatat 

derngan jerlas dan terrperrinci dalam akta. 

Jadi, dari kerternturan di atas jerlas bahwa jika perrmohonan HGUr hapurs, 

tidak diperrpanjang ataurpurn tidak perrbaharuri, maka sergala asert yang dimiliki olerh 

permilik hak atas tanah serberlurm-nya berrurpa bangurnan dan bernda lain yang berrada 

di atasnya, harurs dibongkar. Serdangkan tanah berrikurt tanaman yang berrada di 

atas tanah terrserburt harurs diserrahkan ataur mernjadi milik nergara. 

 

D. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan peneliti di atas, maka dapat 

ditarik beberapa kesimpulan, yakni sebagai berikut: 

a. Hapusnya Hak Tanggungan karena berakhirnya Hak Guna Usaha 

menimbulkan akibat hukum yang signifikan bagi kreditur yaitu hilangnya 

jaminan pelunasan utang, kehilangan posisi preferen dalam urutan 

pelunasan, serta meningkatkan ketidakpastian hukum dalam eksekusi 

jaminan, yang berpotensi memperbesar risiko finansial dan pailit bagi 

kreditur, karena tanah yang menjadi objek Hak Guna Usaha kembali 

menjadi tanah negara dan tidak lagi dapat dijadikan agunan, sehingga 

kreditur harus mencari alternatif penyelesaian seperti negosiasi dengan 

debitur atau mengajukan gugatan hukum untuk memperoleh ganti rugi. 

Pihak krerditurr serring merngalami kersurlitan kertika akan merlakurkan 

erkserkursi terrhadap tanah HGUr yang terlah berrakhir haknya, karerna staturs 

tanah terrserburt terlah kermbali kerpada nergara. 

b. Perlindungan hukum bagi kreditur dalam hal hapusnya Hak Tanggungan 

karena berakhirnya Hak Guna Usaha (HGU) diberikan melalui Pasal 18 UU 

Hak Tanggungan, yang menegaskan bahwa berakhirnya hak atas tanah tidak 

menghapus utang yang dijamin, serta Pasal 1365 KUH Perdata, yang 

memungkinkan kreditur menuntut ganti rugi. Kreditur dapat mengurangi 

risiko dengan due diligence, klausul perlindungan dalam perjanjian, serta 

meminta debitur memperpanjang HGU. Jika risiko terjadi, kreditur dapat 

mengajukan gugatan wanprestasi, sita jaminan, atau mediasi. Regulasi 

seperti PP No. 18/2021 dan Permen Agraria No. 9/1999 juga memberikan 

kepastian hukum dalam perpanjangan HGU. Rergurlasi yang ada berlurm 

sercara komprerhernsif merngaturr merkanismer perrlindurngan hurkurm bagi 

krerditurr kertika HGUr berrakhir, serhingga mernimburlkan kertidakpastian 

hurkurm. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya perngaturran khursurs dalam 

Urndang-Urndang Nomor 4 Tahurn 1996 terntang Hak Tanggurngan yang sercara 
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spersifik merngaturr terntang perrlindurngan hurkurm bagi krerditurr dalam hal 

berrakhirnya HGUr serbagai objerk hak tanggurngan. 

Saran 

Berdasarkan kesimpulan di atas, selanjutnya peneliti akan mengemukakan 

saran-saran terkait dengan skripsi ini: 

1. Serharursnya krerditurr dalam mermberrikan krerdit derngan jaminan hak 

tanggurngan atas tanah HGUr merlakurkan analisis yang lerbih merndalam 

terrhadap staturs dan jangka waktur HGUr, serrta merngantisipasi 

kermurngkinan berrakhirnya HGUr derngan merncanturmkan klaursurl 

perrlindurngan dalam perrjanjian krerdit. Seharusnya pihak kreditur juga 

membatasi jangka waktu dari debitur dalam memberikan pinjaman sesuai 

dengan masa berlaku hak guna usaha. 

2. Serharursnya derbiturr permergang HGUr lerbih proaktif dalam mermernurhi 

kerwajiban- kerwajibannya dan merlakurkan perrpanjangan HGUr serberlurm 

haknya berrakhir urnturk mernjamin kerperntingan krerditurr permergang hak 

tanggurngan. Permerrintah mermburat asuransi risiko kegagalan pengenmbalian 

kredit akibat hapusnya HGU dan dapat memberikan kerbijakan kerpastian 

hurkurm bagi krerditurr dalam hal terrjadi berrakhirnya HGUr yang 

diberbani hak tanggurngan, terrmasurk mernyerderrhanakan proserdurr 

perrpanjangan HGUr urnturk merlindurngi kerperntingan krerditurr. 
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